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BUPATI BOALEMO
untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 8 Peraturan -
Pemerlntah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan-
Sampah | Rumah Tangga dan Sampah Sejems Sampah

Rumah Tangga, maka perlu pengaturan ketentuan keblgakan '

“dan strategi dalam pengelolaan sampah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di_maksud
dalam huruf a,. perlu menetapkan Peraturan Bupati téntang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;

50 Tahun 1999
(Negara ‘Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah’
di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Undang-undang  Nomor tentang

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lémbar{m
Indonesia Tahun 2000 Ndmor ‘77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3965) |

Uhdang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Negara Republik

Sampah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 -
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);




3. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan - Hidup -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059); S

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan {Lembaran |
Negara Républik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5233);

5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah:
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia_' _
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali-
terakhir, dengan Undé.ng—Undang ‘Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Uhdang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Leﬁrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejehis

~Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347); |

. MEMUTUSKAN: ,
Menefapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. o
2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebé.gai_ =
o 'uhsur penyelenggara pemerintahan Daerah. o .

3. Bupati adalah Bupeiti Boalemo.

p




[

Dlnas Lingkungan Hldup dan Kehutanan adalah Dinas ngkungan

: Hldup Kabupaten Boalcrno

. _Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alarn

- yang berbentuk padat.

10.

‘11.

13.

Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah o
Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehan-'f
hari dalam rumah tangga yang sebaglan besar terdiri dari sampah
orgamk tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. _
Sampah sejenis sampah rurnah tangga adalah sampah rumah tangga
yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus', fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
Pengelolaan sampah adalah keglatan yang sistematis, menyeluruh dan.'
berkeseimbangan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. . |
Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang |
fnenggunakan kemasan, mendistribusikan barang -yang-menggunakah_
klemas'an dan berasal dari impor, atau penjual barang dengan

mengguna.kan wadah yang . udak dapat atau sulit terurai oleh proses'

Calam.
120

Reduce, Reuse, Recylce, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala

aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat

meriimbulkan sampah (reduce), kegiatan' penggunaan kembali sampah
yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain (reuse),
dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru (recycle)

Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan
'sampah ya1tu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota '

: masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah

Tempat Penampungan Scmentara selanjutnya dismgkat TPS adalah o
ternpat sebelum . sampah dlangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. . |

Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle selanjutnya

| d1smgkat TPS 3R adalah Tempat dllaksanakan keg1atan pengumpulan

_'permlahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

16.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selan_}utnya disingkat TPST o
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir

- sampah.

?/




17, ’.I‘e_'mpat Pemrosesan Akhir yang selanjufnya disingka_t ITPA' adalah tempat |
untuk memproses’ dan mengembalikan sampah ke media lingkungan -

secara aman bagi manusia dan lingkungan.

18. Setlap orang adalah orang perorangan kelompok orang, dan [atau badan o

hukum
| BAB II |
MAKSUD DAN TUJUAN
_ Pasal 2

. Maksud d1tetapkannya Peraturan Bupatl ini adalah untuk memberikan

landasan ‘hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
' pengelolaan persampahan di Kabupaten Boalemo | |

Pasal 3
B 'l‘ujuan dltetapkannya Peraturan Bupatl ini ada]ah
a. Melmdungl kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualltas _
hngkungan hidup di Kabupaten '
b. Menekan terjadinya kecelakaan Iian bencana yang terkalt denga_n. _
'p_engelolaan sampah mmah tangga dan sampah sejenls sampah rumahj
'tangga; | | | | | |

' _'c.' : Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran |
“serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;

d. Mendukung pembangunan ekononn yang berkelanjutan

BAB 1

KEBIJAKAN DAN STRAT EGI KABUPATEN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH _
| Pasal 4 |
(-1). Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebaga,l pedoman teknis
_ menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam melakukan.
. N pengelolaan sampah. _ - | - L
' (2) 3 Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Boalemo:_
o telah disusun dan ditetapkan oleh Bupati Boalemo. ' '
| '(=3_) Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Boalemo
' sebagalmana dlmaksud dalam ayat (2) yang memuat : |
- a.. Pembatasan timbulan sampah;
Pendauran ulang sampah;
Pemanfaatan kembali sampah;

.Pemilahan sampabh;

o oo o

. Pengumpulan sampabh;




" f. Pengangkutan sampabh;
g. Pengolahan sampah;
h. Pemrosesan akhlr sampah dan -
i Pendanaan B
o o | Pasal 5
(1) Kebijakan - dah Strategi Pemerintah Kabupatén Boalemo dalam
pényelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi :
a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di
. . Kabupaten Boalemo adalah “Mewujudkan pengelolaan sampah
yang - berwawasan lingkungan, didukung oleh partisipasi
masyarakat, kelembagaan dan pernblayaan dalam suatu sistem
yang berkelanjutan”. | |
B b. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengurangan sampah
dengan cara membangun rumah kompos untuk menangani
sampah organik danbmembangun bank sampah.
c.  Strategi yang d_ilakﬁkan dalam rangka penanganan sampah
. dengan cara membudayakan masyarakat untuk memilah
" sampah, membina kelompok masyarakat untuk berperan dalam
pengurnpﬁlan sampah, mengatur - pola dan manajemen
péngangkutan disertai pengawasan terhadap instansi teknis,
mengolah sampah = menjadi sesuatu yang bemianfaa_t | d_an:
_ | 'pemrosesanakhirlePA | o | L I_
(2) Program kebijakan dan strategir pengelolaan sampah yang:
berkelanjutan di Kabupaten Boalemo dilakukan melalui:
a. Rencana Pembérd'ayaan Masyarakat melalui :
1. Program Hidup bersih dan Sehat yang berfujuan untuk
- mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku
dan sikap masyarakat yang berwawasan lingkungan. Hasil
yang diharapkan dari program ini agar masyarakat dapat
berperan aktif dalam bank sampah dan rumah kompos;
‘berperan dalam memberikan ﬁsul/saran‘kepada_ Pemerintah
Kabupaten,' ikut serta dalam pelatihan dan studi banding
- sehingga terbentuknya kader lingkungan.
2. Program Kampanye 3R dengan penyelenggaraein lomba
| _-'-keberSIhan | |
' 3 Instan51 yang berwenang dalam pelaksanaan pemberdayaan
- masyarakat yaitu Dinas ngkungan Hidup dan Kehutanan,
| dan Dinas Kesehatan
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© _b. Rencana Penanganan Sampah dilakukan melalui program yang -

| sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk
'- mengoptimalkan ~ sistem  kinerja pengelolaan = sampah  di
‘Kabupaten sehingga terciptanya _Lihgkungén Bersih, schat dan
hijau.Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan yaltu Dinas
Lingkungan Hi:dub dan K_ehutanar; sebagai operator, dengan :

1 ._’-I‘ata cara pemilihan' _- serta pe'nerapan perwadahan sampah

~ (pemisahan sampah basah, kering dan logam)

2 .Pe.ngad'aan pewaciahari_ sampah berupa Gerobak Sampah
3. Pengadaan Arm Roll Truck |
4., Peningicatan jumlah SDIM (Pengangkut sampah ke Arm Roll Truck,
 Sopir |

Pekerja TPA, Tukang Kebersihan)
5. :Pengadaan pengomposan
6. Pengadaan Rumah Kbmpos
7. Pengadaan TPST _

. Rencana - Kelembagaan = bertujuan untuk mengatiir fungsi
kelembagaan dalam rangka pengelolaan persampahan dengan
melakukan :

L Penyusuném Monitoring Kelembagaan;

" 2. Pembentukan UPTD TPA;

" 3. Pembentukan Bank Sampah; dan

4. Peningkatan skill SDM. |

-Rencana Pembiayaan untuk mengatur skema pembiayaan dalam
rangka pencapaian tafget lingkungan bersih sehat dan hijau

" dibebankan pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Boalemo |

. Rencana Kerjasama Pihak Swasta untuk menjalin kerjasa__rria dengan
pihak swasta serta 'membangun kemitraan dalam rangka
mempercepat realisasi rencana pengelolaan persampahan dehgan.
kerja Sarﬁa .bidang :

1. Membangun rumah kompos;

Pembangunan pengoperasian stasiun peralihan antara;

Pengoperasian TPA, ' |

CSR pengadaan perwadahan sampah;

a A ow N

Kegiatan sosialisasi




_ - BABIV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Baglan Kesatu
- Umum
‘Pasal 6
(1) 'Penyelengaraan pengelolaan' p.ers..ampahan rheliputi kegiatan :
| a. Pen@rmgm sampah; R ' -
b. Penanganan sampah -
(2) Setlap orang wa_ub untuk melakuka.n penguranga.n dan penanganan
sampah. _ .
| ~ Bagian Kedua
- Pengurarigan Sampah
Pasal 7
(1) Penyelenggaraan keglatan pengurangan sampah mehpuu 3 (tiga)
a. Pembatasan tlmbulan sampah;
'b. Pendauran ulang sampah,
e Pemanfaatan kembali sampah. _
(2) Pengurangan sa.mpah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara
a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang
dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah terurai oleh
_proses alam; | |
b Mengumpulkan dan menyerahkan kemball sampah dari produk.
"atau kemasan yang sudah digunakan.
(3) Pengurangan sampah sebagahcana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat'_
- {2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis dan

Rencana Induk Pengelolaan Prsampahan Kabupaten 'Bo%;\lcmo.

| Pasal 8
Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan :
| a. Menyusun renpana dan/atan program . pembatasan txmbulan
| sampah sebagal bagian dari usaha dan/ atau keglatannya,

b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah
diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit
‘mungkin
| Pasal 9

| (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan

- a. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagal bagian dan

4




_ usaha dan/atau keglatannya
b. Menggunakan baha_n baku produksi yang dapat dldaur ulang, |
c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk
dldaur ulang, _
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud -
| pada ayat (1) produsen dapat menun_]uk plha.k lain. - .
' (3] Pihak lain sebagaumana dlmaksud pada ayat (2), Wa_}lb mermhk1 1zm:-
~usaha dan/ atau keglatan _ _ o _ | |
(4) Dalam hal pendauran ulang sampah yang menghasﬂkan kemasa.n'
untuk pangan, wajih mengikuti ketentuan peraturan perundang- |
undangan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam
pelaksanaan keglatan pendaur ulang sampah.
R : Pasal 10 _
Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembah sampah dengan
a. Menyusun rencana dan/atau program _pemanfaatan. kemba_li_.._
- sampah sebagai bagiari dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai
dengan kebl_]akan dan strategi pengelelolaan sampah; R
b. Menggunakan bahan baku produk31 yvang dapat d:guna ulang, _
<. Menarlk kemba.h sampah dari produk dan kemasan produk unfuk .
~diguna ula.ng u ' |

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
_ _ Pasal 11
.'Penyelengaraan pengeloiaa_n persampahan untuk keg1atan penanganan_
sampah mehputl 5 (11ma) tahapan yaltu
- . a. Pemilahan;

b. Pengumpulan;

c. ) '_Pen.ga_ngkutan;.

d. "Pengolahan;

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 1
{1} Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
dilakukan oleh :

- a. Setiap orang pada sumbernya;




b, Pengelola kawasan pemukiman, 'kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasﬂltas umum, fasilitas SOSlal dan
fas111tas lainnya;

c. Petugas yang ditunjuk oleh Pemenntah Kabupaten ' s

'(2) Pemllahan sampah sebagalmana chmaksud pada ayat [1) dllakukan - s
dengan cara pengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis s_ampah.
terdm atas : o | | |

a. Sampah yang mengandung baha.n berbahaya dan beracun;

b. Sampah yang mudah terurai,

c Sampah yang dapat digunakan kemball

d. Sampah yang dapat didaur ulang;”

“e. Sampah lainnya..

(3) Pengelola kawasan pemuklman kawasan kemersial, kawasan' o

_ mdustrl kawasa.n khusus, fasxhtas umum fa3111tas ~sosial, dan |
fasﬂltas lamnya dalam melakukan : pemxlahan sampah Wa.]lb- L
- menyedlakan sarana pemllahan sampah skala kawasan.
'('4] Pemenntah Kabupaten menyediakan sarana pex_nﬂahan sampah'pada' |
~ TPS-TPS. B
_(5) Pemllahan sampah sebagaimana d1maksud pada ayat (3) dan ayat ( )__ _
harus menggunakan sarana yang memenuhl persyaratan :
‘a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);
b Diberi label atau tanda
Bahan bentuk dan warna Wadah

_ _ _ Pasal 13

(1) Pengumpulan sampah sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal. 11, huruf o

o b dllakukan oleh | | L B
B ~a. Pengelola kawasan pemu}{ifnah,- kawasan_ '_komer_s_ial,

kawasanh'xdustn kawasan - khusus, fasilitas umum, 'fas_ilit_a.s o
sosial, dan fasilitas lainnya; )

b Petugas Pemenntah Kabupaten d1 bidang pengelolaan sampah

{2}  Pengelola kawasan pemukiman, kawasan.  komersial, kawasan
. in’du'stri' kawasan khusus, fasilitas umum 'fasilitas’ Sosial -dan
fasﬂ1tas lamnya dalam melakukan pengumpulan sampah Wa_ub'- :

menyedlakan




a. TPS;
b TPS 3R
- c. Alat pengumpul untuk sampah terpllah

. (3) Pernermtah Kabupaten melalui Dinas Peker_]aan Umum menyediakan

TPS dan Jatau TPS 3R pada w11ayah pemukiman. _
' (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) harus memenuhi persyaratan
a. ’I‘ersedla sarana untuk mengelompokan sampah menjadi 5 (hma)
~ jenis pengelompokan: sampah, '

b. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

e Lokasmya mudah diakses;

d. Tldak mencemari llngkungan

- e. Memiliki jadual pengumpulan dan pengangkutan.

- Pasal 14

| (1} Pengangkutan sampah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11 huruf

c dllakukan dengan cara

a. Sampah rumah tangga ke TPS dan/ atau TPS 3R menjadi

2)

@

tanggung Jawab setiap orang dan/atau lembaga pengelola sampah'
~ yang dibentuk oleh RT/RW dltetapkan oleh pejabat ‘yang
dltunjuk,

b. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

- industri, dan kawasan Khusus dari sumber sampah sampai TPS
dan/atau TPS 3R dan/atau TPA atau TPST menjadi tanggung
jawab pengelola kawasan

C. Sampah dari fasilitas umum fasilitas sosml dan fasilitas lamnya _
dari sumber sampah sampai TPS dan/atau TPS 3R dan / atau TPA
- atau TPST menjadi tanggung jawab Pemermtah Kabupaten

: Untuk petugas pengelolaan sampah sebagaunana dimaksud ayat (1)

huruf a dapat diberikan insentif dari pembaglan blaya pemungutan .
retribusi persampahan /kebersihan. ' '
Pemenntah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah =
.sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c : L |
a. Menyed1akan alat angkut sampah termasuk untuk sampah
tcrp11ah yang tidak mencemari hngkungan - _

‘b. Melakukan pcngangkutan sampah dar1 TPS dan/ atau TPS 3R ke
- TPA. '




Pasal 15
(1) Pengolahan sampah sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d
meliputi kegiatan : ' '
‘a. Pemadatan;
- b. Pengomposan; B
¢.- Daur ulang materi; |
(2) Pengolahan sampah sebaga;mana dimaksud dalam pada ayat (1)
dﬂakukan oleh |
a,. Setlap orang pada sumbemya
- b. Pengelola kawasan pemuklman, kawasan komersial, kawasan
o 1ndustr1 kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas somal dan
_ fasﬂ1tas Iamnya
- o Petugas yang dltun]uk oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Pengelola kawasan pemuklman, kawasan komer31a1 kawasan
| mdustrl, kawasan  khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
©  fasilitas lainnya Wajib' menyediakan fasilitas pengolahan sampah
g berupa TPS. '

: (4) Pemerintah Kabupaten menyed1akan fasilitas pengolahan sampah

 pada wilayah pemukiman yang berupa :

~a. TPS 3R;

b. TPST.

| Pasal 16

(1) Pemrosesan akhir sampah huruf e dilakukan dengan menggunakan:

" a. Metode lahan urug terkendali; .

b. Metode lahan urug saniter;
c. Metode ramah lingkungan.

(é) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menyediakan dan
mengoperasikan TPA.

(3) Dalam menyediakan TPA- sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah Kabupaten :
- a. Melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang
| wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten;
b. Menyusun analis biaya dan teknologi;
c. Menyusun rancangan teknis.
(4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a, paling

“sedikit memenuhi aspek :

1




Géologi;

. Hidrogeologi;

‘Kemiringan zona; -_

. Jarak dari lapangan terbang;
'Jarak dari pemukiman; -

‘Tidak berada di kawasan lindung/ cagar alam;

qo-_rh o a0 g o

Bukan merupakan daerah hanjir perlode ulan.g 25 (dua putuh
hma) tahun.
(5) TPA yang dlsedzakan oleh Pemcrmtah Kabupaten sebagalmana
' d1maksud pada ayat 3) wa_]lb dllengkapl
| a. Fasilitas dasar
'b. Fasilitas perllndungan hngkungan
" c. Fasilitas operasi;

d. Fasilitas penunjang.

o - Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah di TPS Tlngkat
Kelurahan /Desa
_ Pasal 17
(1) TPS dan/atau TPS 3R tingkatKelurahan/Desa adalah tempat
~penampungan sampah sebelum sampah dlangkut ke tempat
-pendaurulang, pengoiahan dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu yangditempatkan di setiap Kelurahan/Desa dikelola oleh
instansi  teknis dengan mengembangkan kemitraan dengan
- masyarakat atau pihak swasta. |
| _(2) Penyed1aan Iahan untuk TPS/TPS 3R tingkat Kelurahan/ Desa |
mcnjach tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten |

Bagian Kelima .

| Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal
Pasal 18

(1) Pedagang'pasar dan terminal wajib melakukan pemilahan sampah

- dan menyediakan wadah sampah terpﬂah | _ | _

| (2) Pedagang ‘pasar wajib menyetorkan retribusi sampah kepada
~ pengelola pasar. _

(3) Pedagang di terminal wajib menyetorkan retribusi sampah pasar

kepada pengelola terminal.




_.(4) Pehgelola sampah pasar/terminal ;menyediakan TPS sesuai _deﬁgan
| potens1 yang dimiliki. | '

(5) Potensi yang dimaksud pada . ayat (4) dapat diukur dari volume
‘sampahyang  ditimbulkan dan kemampuan pasar/ termmal
--menyedmkan lahanTPS. | | _

(6) Pelayanan pengangkutan sampah pasar/ terminal dilaksanakan oleh .
: .Dmas_ teknis dengan mempertlrnbangkan volume sampah. Bagian
" Keenam Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,Pusat

Pengobatan dan Sekolah.

_ _ Pasal 19
.(_1) _ ‘Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan _S_ekolah'
o  wajib 'rnelalmkan pemilahan sampah dan menyédiakan' wadah'
-~ sampah terpilah. o | .
(2 .Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah':
o ‘dapat bekerja dengan Instansi Teknis dalam pengangkutan sampah._
{3) -Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampali' .
© ' anorganik dan sampah B-3 RumahTéngga. ' |
(4) Pengelola Rumah ' Sakit, Puskesmas, Kl.in.ik ' Pusat
o Pengobatan, Sekolah Instansi dan Swasta wajib menyedzakan TPS

sesuail dengan poten31 vang dimiliki.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

(1) Masyarakat'berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, -
penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan :
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) - Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa _
a. Pemberian usul pertimbangan, dan/atau saran kepada
Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan sampah;
b.Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan
danstrategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga.

,




. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga-dan' :

sampah sejenis sampah rumah tangga yang dllakukan secara' Co

mandm /bermitra dengan pemerintah kabupaten /kota;

d. Pemberlan pendidikan dan - pelaﬁhan _ kampanye . dan'.
pendampmgan oleh kelompok masyarakat kepada anggota .
masyarakat dalam pengelolaan. sampah  untuk mengub_ah' .
perilaku anggota masyarakat. - _' o N

- (3) Pemerintah Kabup'aten dalam meningkatkan peran serta masyarakat -
- dilaksanakan dengan cara: |

| “a.  Sosialisasi; o

~ b. Mobilisasi;

.. c. Kegiatan gotong royorig;_

Pemberian insentif.

| BABVI |
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
" Pasal 21 '

(1) Setlap orang dalam melakukan pengelolaan sampah dzlarang
a. Memasukan sampah dari luar daerah ke dalam mlayah daerah
b.. Mengimpor sampah; _
c. Mencampur sampah dengan limbah Bahan, Berbahaya dan
Beracun (B3);.
d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau'
perusakan Imgkungan _ .
e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah dltentukan‘ '
dan disediakan; |
f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka -
ditempat pemrosesan akhir; _
g. Mcm_bakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan.
teknispengelolaan sampah. o S
(2} Tempat .sampah yang telah ditentukan dan disediakan __sebagajﬁiana
dlmaksud pada ayat (1) hurufe, mehputl ' '
" a. Tempat sampah rumah tangga
b. Tempat sampah fasilitas umum; .
' ¢. Tempat penampungan sampah sementara; = - .

d. Tempat pemrosesan akhirsampah.




.(3)" Larangan membakar sampah - sebagaimana dlmaksud pada ayat-j' e

(1)huruf g, antara Ialn
'-a. Membakar sampah yang rnemmbulkan bau,asap tebal dan
" dapat mengganggu kesehatan; |
~b. Membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak |
: : dan dapat menunbulkan kerusakan atau kebakaran -
C. Membakar sampah yang berupa bahan poh:mer (plastlk rmka |
" karet dan sejenisnya); |
d. _ Membakar sampah di lokasi pemuklman padat penduduk
e Membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan.
- 'tempat/ faSilitas Itmmm" o | o
f'.' Membakar sampah di TPS dan TPA. _
- 4) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pemhakaran sampah yang
~ telah memenuhi persyaratan teknis dengan ~menggunakan alatf
pembakar sampah (mcenerator)
_ _ Pasal 22
Setlap orang dalam pengelolaan sampah dllarang
a. Membuang sampah di sungal-sungal, selokan-selokan atau got-got, -
salura—saluran, Jalan-_]alan uinum, tempat— tempat urnum, trotoar |
‘atau di tempat umum lainnya;
b. Membuang ~pecahan kaca, =zat-zat kimia atau zat lain
- yangmembahayakan (lebah B3), kotoran- kotoran hewan atau- |
sampah yang berbau busuk kecuali di tempat pembuangan
sampah yang khusus disediakan dan dllakukan menurut tata
cara sesuai dengan ketentuan berlaku;
C. Mengubur sampah anorganik;
. d. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecﬂ (hajat kecil) di -

- jalan,jalur hl_]au, taman dan tempat umum lamnya.

| BABVII |
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 23 '

Pcngawasan dan pembinaan secara tekms terhadap pelaksanaan
pengelolaan sampah di Kabupaten dilakukan oleh Dmas ngkungan
Hldup dan Kehutanan serta Dinas Pekerjaan Umum.




BAB VII
" KETENTUAN PENUTUP
o  Pasal 24
_ Peramran Bupati irii.r.r_lluléi.béi'laku_pada tanggal diundangkan.
Agar setiap _oran.g mehgetahuiriya, memerintahkan pengundangan
N Peraturan ini :déngén penempatannya délam Berita Daerah Kabupaten

Boalemo.

Ditetapkan-di Tilamuta,

Diundangkan di Tilamuta

- pada tanggal Z\DGSQ\&%YL 2018

S DAERAH KABUP. N BOALEMO,

~ HUSAIN A HTANGO




